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REKONSTRUKSI MEKANISME
PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS
HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN
KOMNAS HAM DALAM RANGKA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Tit Sulistyowati

Sebagai jawaban atas tenturan masyarakar dan tunooean dunma
internasional akibart terjadinya pelombang demokratizasi serta perkembangan
hak asasi manusia pada awal tahun 1990-an, Pernerintah Indonesia tefah
melaksanakan langkah-langkah stratégis untuk menyelesaikan dan
menegakkan HAM baik di masa lampau ataupun di masa yang akan
datang. Langkah-langkah yang strategis ini diawali dengan pembentukan
Komnas HAM pada tahun 1993, dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVIL/
MPE-BI/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diendangkannya UL Na, 39
Tahun 1999 pentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia,

Komisi Masional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah
lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan,
penelitian, penyuluhan, pemantavan, investigasi, dan mediasi terhadap
persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdin sejak tahun
1993 berdasarkan Keputusan Presiden Momor 50 Tahun 1993 tentang
Komisi Masional Hak Asasi Manusia Keputusan Presiden ini merupakan
tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia vang
diprakarsai Departernen Luar Negeri Rl dan PEB yang diadakan di Jakarta
pada 22 Januart 1991, Dari aspek eksternal, pembeniukan Komnas HAM
juga merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai
wiijud dari komitmen seluruh negara anggota PBB untuk menjunjung
tnggi hak asasi manusia, Dalam perkembangannya, uniuk memperkuat
kedudukan Komnas HAM maka dalam UL Na, 39 Tahun 1999 tencang
HaAM, pada Bab VII Pasal 75 = 9% diacur rentang Komnas HAM,
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Berdasarkan Pasal 75 UU No.39 Tahun 1999 ada dua tujuan dari
Kommnas HAM, yakni:
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi
manusia sesual dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta
Deklarasi Undversal Hak Asasi Manusia,

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Fungsi Komnas HAM sesual dengan Pasal 76 UU No.39 Tahun

1999 adalzh melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantanan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam rangha

menjalankan fungsinya tersebur, Komnas HAM memiliki beberapa
kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 dan menggunakan acuan
instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun
internasional. Peranan Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan
terhadap HAM di Indonesia juga makin diharapkan dengan ditetapkkannya

UL No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Rasial dan Ernis. Dalam Pasal B UL Mo.40 Tahun 2008 tersebur divegaskan

peran Komnas HAM ontuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk

upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selain mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM,
LU Mo.39 Tahun 1999 juga mengamr mengenai keanggotaanmys., Sesuai
dengan ketentuan dalam UL Mo,39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM
berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih ofeh DPR RI berdasarkan
ustlan Komnas HAM dan direasmikan oleh Presiden RI selaku Kepala
Megara. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional,
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum
dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia. Masa keanggotaan adalah 5 (lima)
tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan
dua orang wakil ketua akan dipilih dari dan oleh anggota.

Sejak Komnas HAM dibentuk tahun 1993, keanggotaan Komnas HAM
belum pernah mencapai jumlah 35 orang sesuai dengan amanat Pasal B3
Ul Mo.39 Tahun 1999, Pada masa periode pertama, tahun 1993-1998,
anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan ketua
Ali Said, yang diangkat oleh Presiden RL Sesuai dengan anggaran dasar
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Komnas HAM pada saar pembenrukannya, maka dalam hal pergantian
anggota tiap 5 (lima) tahun, tiap 12 (dua belas) orang anggota Komnag
HAM masa bakti scbelumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas)
arang anggota barn dipilih untuk masa bakti berikutnya Pemilihan 13 (riga
belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemiliban 12 (dua belas)
orang anggota lama yang akan dikukuhkan kembali. Adanya pengangkatan
kembali anggota lama adalah untuk menjaga kontinuitas program kerja
Komnas HAM.

Pada masa pericde-periode berikurnya, yaitu periode 1998-2002
keanggotaan Komnas HAM berjumlah 25 orang, sementara periode
2002-2007 anggota Komnas HAM berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang
vang melaksanakan rugasnya sampai akhir masa jabatan, periode 2007-
2012 berjumlah 11 (sebelas) orang, periode 2012-2017 sebanyak 13
(tiga belas) anggota. Pengisian jumlah anggota yang kurang dari 35 (riga
puluh lima) orang seperti amanat undang-undang, adalah dengan alasan
untuk mendptal::}m efektivitas kerja, terutama dalam hal pengambilan
keputusan serta efisiensi anggaran, karena makin banyak anggota Komnas
HAM. berarti akan makin banyak pula anggaran yang akan dipergunakan
untuk biaya gaji dan operasional mereka. Padahal, jumlah anggota yang
banyak tidak serta merta menjamin keberhasilan kinerja lembaga Komnas
HAM. Bahkan anpa pengerahuan dan keahlian di bidang HAM yang
cukup memadan, maka jumlazh anggora yang terlalu bamyak justru akan
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan ugas-tugasnya

Apabila mengacu pada kerentuan Pasal 83 UU No39 Tahun 19598,
kemudian dibandingkan dengan jumiah keanggotaan lembaga atau
komisi-komizi negara vang lain yang ada di Indonesia maupun di negara
lain, jumiah tersebut terhitung terlalu banyak. Demikian pula proses
perekrutan atau pengisian keanggotaannya juga belum ada keseragaman
dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan
PR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang
pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya
maupun proses rekrutmennya.

Kedudukan Komnas HAM dalam Strukiur Ketatanegaraan

Sebelum memulai pembahasan mengenai Komnas HAM, terlebih
dahulu akan dibahas mengenai urgensi adanya lembaga negara. Lembaga
negaralorgan negara/alac-alat perlengkapan menjadi satu kesatuan yang
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rak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara
menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan
lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara,
vang di dalamnya termuar antara lain fungsi setiap organ yang dibenmk
dan hubungan-hubungan yang dijalankan.'

Lembaga negara dapar dikelompokdan berdasarkan landasan yuridis
pembentukannya, vaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UUD, UU, dan Keppres. Lembaga negara yang kewenangannya diatur
dalam UL adalab MPR, Presiden, DPR, DPD. BPE, MA, KY dan ME.
|enis-jenis lembaga negara inilah vang selanjutnya termasuk dalam objek
sengketa lembaga negara seperti yang diawr dalam Pasal 24C UUD
Megara Rl Tahun 1945 yang mengatur mengenal kewenangan ME RL?
Selain lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD
Megara RI Tahun 1945, terdapat pula lembaga negara yang dibentuk dan
kewenangannya berdasarkan UL, di antaranya adalah KPK, KP1, KPPLU,
Kompolnas, Komisi Kejaksaan, termasuk Komnas HAM yang sebelumnya
dibentuk melalui Keppres, kemudian kewenangannya diatur dalam UL,
setelah 6 (emam) tahun kelahirannya. Lembaga lainnya adalah lembaga-
lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden,
di antaranya Wantimpres, Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional,
Dewan Ekonomi Masional, dan lain-lain. Keberadaan lembaga ini sangat
tergantung kepada Presiden, untuk mengadakan atan meniadakannya.

Perkembangan lembaga-lembaga negara di luar lembaga-lembaga
negara vang selama ini dikenal, vaite lembaga negara vang kewenangannya
diatur dalam UUD Megara BRI Talwn 1945 pada beberapa rahun rerakhir
rergolong sangat pesat. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal dengan
nama “komisi-komisi negara”. Komisi-komisi ini juga sering disebut
sehagai lembaga negara penunjang, atau lembaga negara pembantu
{Auxiliary Stare’s Organ). Pada saac ini, tidak kurang dari 20 lembaga yang
disebut komisi-komisi negara, arau disebut dengan nama lain, mizalnya
Komnas HAM, Komisi Masional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

"Firmansyah Arifin, et all, Lembago Negora dan Sengketn Kewenimgan Antar Lermbaga
MNepara, {Jakarta: ERHN bebera sama dengan ME B, 2008y, hlm, 14.

Merdapat pendapar lain yang menyatakan bahwa lembags negara yang
kewenangannys diaror dalam UUD Megara B1 Tahon 1945 ada 18 {delapan belas)
lembaga negara, yaitn MPR, Presiden, DPR, DFD), BPE, MA, EY, MK, Kementrian
Megara, Pemerintah Deerah Provinsi, Femeriniah Daerah Kabupaten dan Kota, DPFED
Provinat, DPRD Kabupaten dan Keqa, KPU, Bank Senral, dan THL

Bagian 4 | Rekonstreksi Mekanigme Pangisian Keanggetaan Kommas HAM 457 =



T " e e s 1 | A, I 4 W (G W W R S _.-..-.:!‘
W 458 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARATNDEPENDEN & . 1 '

KPU, Komnas Perempuan, Kompolnas, KPPU, Komisi Kejaksaan, KPK,
Ombudsman Republik Indonesia, KPI, LFSK, KNKT, KONI, PPATE, dan
lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanar UUD
Megara RI Tahun 1945, UU, Perpres, Keppres, dan Kepmen.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, maka Komnas
HAM merupakan komisi yang pertama kali dibentuk, yang dibentuk
berdasar Keputusan Presiden, Serelah reformasi terjadi di segala
bidang, yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945, maka
pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini berkembang
pesat. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai
dengan tujuan pembentukannya, dan dinyacakan sebagai lembaga yang
independen. Permasalahannya adalah UUD Megara RI Tahun 1945
tidak mengakomodasi perkembangan dan keberadaan lembaga-lembaga
tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga
negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD, maka MK ridak
berwenang untuk menanganinya.

Dralam strukiur ketataanegaraan [ndonesia, serelah Perubahan UUD
1945 banyak muncul komisi independen yang menupakan konsekuens logs
dari sebuah negara demokratis modern yang ingin secara lebih sempurna
menjalankan prinsip checks and baleices untuk kepentingan yang lebih besar?
Selanjutnya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegarazn Indonesia,
istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara
vang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan
perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk
dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi.

Secara operasional, lembaga-lembaga negara vang kewenangannya
tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga yang independen dan
bebas dan kekuasaan apa pun, yang dibiayai dari dana APBN. Lembaga-
lembaga yang bersifat independen ini bertujuan untuk menjalankan
prinsip checks and halances untuk kepentingan publik, Lembaga negara
vang kewenangannya tidak diatur dalam UUD MNegara RI Tahun 1945 ini
merupakan bagian dari sistem pemerintahan, dan ada juga yang memiliki
Fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Pumsan MK Mo.005/PUUA 2003 wentang Pengujian UL Me.32 Tahun 2002
tentang Penyiaran terhadap ULD Megara BRI Tahun 1945,



Pembentukan lembaga-lembaga baru di luar lembaga yang sudah
ada setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan buk
keinginan baik pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk
suatu lembaga negara dengan fungsi yang lebih khusus yang bersifat
independen dan terlepas dari sistem yang sudah ada dan terbentuk scjak
lama. Hal ini juga mengindikasikan mulai munculnya kekuatan baru dalam
struktur ketatanegaraan yang berasal dan konsep demokrasi dan hak azasi
manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil. Pembentukan lembaga-lembaga
baru ini diharapkan dapat memberi pengaruh positifl terhadap sistem
ketatanegarasn pada wrmumnya.t

Dalam kaitannva dengan struktur ketatanegaraan, pembentukan
lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan
paradigma yang jelas, sehingga keberadaannya membawa manfaar bagi
kepenringan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan
pada khususnya, Banyaknya lembaga tidak akan menjadi persoalan,
sepanjang keberadaan dan pembenmikannya mencerminkan prinsip-prinsip:*
1. penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga hak-hak dasar

warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga;

2. prinsip checks and balances, sehingga pembentukan lembaga-lembaga
baru harus mengarah kepada separation of power;

3. prinsip integras, sehingga harus memiliki fungsi dan kewenangan vang
jelas, serta membentuk suatu kesatsan yang berproses dalam melaksanakan
fungsi-fungsi negara daam sistem pemerintahan secara aktual;

4. prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, serta mempertimbangkan
dampaknya bagi masyarakat, sehingga pembentukannya tidak sia-sia
dan tidak hanya menghabiskan anggaran negara;

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga-lembaga
yang dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Menyoal Kinerja Komnas HAM

Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 tidak
dapat dilepaskan dari adanya tekanan dunia internasional terhadap kondisi
penegakan HAM di Indonesia. Banyak kalangan dalam dunia internasional
yang menghendaki ditegakkannya hak asasi di Indonesia apabila ingin

“Firmansah, e all, apcit, hlm. 60,
twd, him, &1
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mendapatkan utang loar negeri untuk menunjang jalannya pembangunan,
Qleh karena itu, keberadaan Komnas HAM juga tidak dapat dilepaskan
dari pengaruh-pengaruh internasional, termasuk di dalamnya mandat PEB,

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM
mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi,
Di samiping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariar Jenderal ssbagai unsyr
pelayanan, Sub komisi yang dimiliki Komnas HAM pada masing-masing
perinde adalah berbeda. Pada saar ini, sub komisi yang ada adalah, Sub
Komisi Penghkajian dan Penelitian, Sub Komisi Pendidilkan dan Peryuluhan,
Sub Komisi Pemantavan, dan Sub Komisi Mediasi. Masing-masing sub
komisi memiliki seorang koordinasor vang berasal dan anggota Komnas
HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai
tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen
vang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan tugasnva, setelah menerima pengaduan dari
masvarakat, maka langkah-langkah vang dilakukan Eomnas HAM
selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan dengan
memanggil pengadu, saksi, ataw pihak lain yang verkait untuk dilakukan
pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan dapat dilanjutkan
atau tidaknya penuntutan berdasarkan bukri dalam pemenksaan. Jika bukti
tidak kuat, penuntutan dihenrikan atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila
pengaduan dilanjutkan, maka Komnas HAM dapat menentukan bentulk
penyelesaian yang akan ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

d. Perdamaian kedua belah pihak.

b.  Penyelezaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan
konsiliasi,

¢. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengheta
melalui pengadilan.

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada
pemerintah untuk ditindakianjutl penyelesaiannya.

€. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada

DPR unruk ditindak fanjori

Selama kurun waktu 1993-2015, yaitu sejak lembaga ini dibentuk
sampai dengan saar ini, Komnas HAM telah mengalami pasang suruet
dalam pelaksanaan tugasnya. Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan
harapan terhadap kinerja lemhaga Komnas HAM sangatlah tinggi. Berdasar
penelitian pada tahun 1997, maka diperoleh pambaran bahwa masyarakar
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yang diwakili sejumlah 69,5% responden (dari 180 responden) menyatakan
mempercayal Komnas HAM sebagai tempat pengaduan. Ada beberapa
alazan vang dikemukakan responden pada saat itu, di antaranya adalah:
Komnas HAM dianggap merupakan lembaga yang cocok ontuk menangani
masalah pelanggaran HAM; Komnas HAM merupakan upaya terakhir;
Komnas HAM vdak terlalu birokratis; tidak perlu biaya; percaya Komnas
HAM dapat mencarikan jalan keluar; masalah dapat diekspos secara luas,
karena perhatian pers yang besar terhadap kegiatan Komnas HAM.®

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dua periode keanggotaan
Komnas HAM, yaitu sampai dengan tahun 2002, kinerja Komnas HAM
mulai memperoleh sorotan publik. Pada periode 2002-2007, Komnas
HAM dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dengan wakil ketua
Zoemrotin K Susilo dan KH Solahudin Wahid, Anggotanya werdiri dari
Dijoko Soegianto, Achmad Ali, MM Billah, Lies Soegondo, Mansour Fakih,
dan Amidhan. Dengan nama besar ketua dan para anggotanya, ternyata
Komnas HAM belum berhasil memenuhi harapan masyarakat, Pada periode
ini banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, misalnya
kasus Talangsari, Lampung, kasus Mangparai, kasus Wamena, kasus Wasior,
dan lain-lain. Demikian pula kasus Trisakti dan Semanggi /1 juga belum
berhasil diselesaikan, bahkan sampai dengan sekarang.

Komnas HAM periode 2007-2012 beranggotakan 11 orang dipimpin
oleh kerua Ifidhal Kasim. Selama pelaksanaan tugas Komnas HAM periode
2007-2012, rercaral beberapa kasus kekerasan berbasis konflik tanah antara
warga dan TNI, di antaranya kasus Alas Tlogo dan Kebumen, Terhadap
kedua kasus ini meski Komnas HAM menurunkan tim pemantavan ke
lokasi dan mengeluarkan laporan dengan kesimpulan adanya dugaan
pelanggaran HAM ridak tampak adanya upaya tindak lanjur, apalagi
peningkatan starus menjadi penyelidikan proyustisia, Unruk kasus berlatar
belakang pertambangan, Komnas HAM pernah membuat penyelidikan
provustisia untuk lumpur Lapindo meski lagi-lagi fidak terdengar kabar
kelanjutannya. Selain ftu juga tidak tampak kejelasan terhadap pengkajian
kasus penolakan warga Pati terhadap pembangunan Semen Gresik dan
penembakan karyawan Freeport di Papoa.

*Tri Sulistyowati, Tanggapan Magparabat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnos
MAM di Indoresin (Stedi cli Willayah DED Jakarta), Thesis Program Magister Hukum
Universitas Dipenegoro, 1998, him. 159,

Bagian 4 | Rekonstrukel Mekanisme Penglsian Keanggoissn Komnas HAM 461



Periode 2012-2017, Komnas HAM memiliki anggota berjumiah 13 (riga
belas) orang yang diketuai oleh Omo Nur Abdullah. Komnas HAM periode
yang terakhir ind, terlepas dari hasil kerjanya, justru menjadi sorotan publil
karena adanya konflik internal di kalangan anggotanys. Adanya konflik
internal ini seperti menjadi tuik balik atas kebesaran dan kejayaan lembags
Komnas HAM di masa lalu. Konflik yang berkepanjangan terkait dengan
mekanisme pengisian jabatan ketua Komnas HAM sangat memengaruhi
kepercayaan masyarakar kepada Komnas HAM serta kredibilicas lembaga
Komnas HAM itu sendiri. Padahal apabila dilihar dari jumlah pengaduan
vang disampaikan olch masyarakat, pada tahun-tahun terakhir ini jumlah
pengaduan ke Komnas cenderung mengalami peningkatan. Berdasar
data yang diambil dari surat kabar, pada tahun 2013 Komnas HAM telah
menerima 7.200 laporan pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun
2012 yang mencapai 6,000 kasus. Setiap bulan menunjukkan persentase di
atas angka 50 persen dari total aduan hak-hak yang lain. Pengaduan terkaiy
dengan jaminan hak atas rasa aman, mayoritas bersinggungan dengan
hak-hak seseorang untuk mendapatkan akses pada keadilan. Institusi yang
paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yakni
pihak kepolisian, lembaga-lembaga vang rerkair dengan kasus pertanahan,
serta pemerintah pada umumnya.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diadukan kepada
Komnas HAM, maka dituntut profesionalitas dan kemampuan anggota
Komnas HAM untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM
tersebut. Oleh karena o pemiliban anggota Komnas HAM vang memiliki
kredibilitas dan kemampuan di bidang penghormatan dan penegakan HAM
menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada dtik inilah peran semua
pihak dan Presiden BRI sangat diperlukan, mengingar penghormaran dan
penegakan HAM merupakan kewajiban semua pihak, rerutama adalah
pemerintah.

Perlunya Dilakukan Rekonslruksi Mekanisme Pengisian
Keanggotaan Komnas HAM
a. Kepercayaan Masyarakat Kepada Komnas HAM

Hak Asazi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak vang melekar
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuban Yang Maha
Esa dan merupakan anugerahMNya yang wajib dihormad, dijunjung tinggi
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dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Selanjutnya
dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Negara Republik
Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada
dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati,
dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam rangka pengakuan
dan perlindungan inilah kemudian pengaturan tentang Komnas HAM,
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, pemyuluhan,
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia diperkuar dasar hukumnya,
bukan hanya diatur melalui Keputusan Presiden, tetapi diarer dalam
undang-undang,

Eksistensi Komnas HAM pada saar ini relah dikuatkan melalwi
kerentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, jadi bukan hanya diatur oleh
Keppres MNo.50 Tahun 1993 Sesuar dengan semangat untuk penegakan dan
penghormatan HAM di Indonesia, perbuat undang-undang menghendaki
terciptanya Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang mandiri, bebas
dari intervensi lembaga mana pun dan mempunyai kedudukan setinghat
dengan lembaga negara lainnya. Dengan legitimasi yuridis yang semakin
kuat, apakah kredibilitas Komnas HAM menjadi semakin baik di mara
masyarakat? Jawabannya adalah belum tentu,

Dialam prakeikmya, kredibilitas sebuah lembaga, rerlebih lagi lembaga
publik, ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
lembaga tersebur. Walaupun sebuah lembaga publik mendapat legitimasi
vang samgat kuar sekalipun, vaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun
1945, akan terapi apabila ridak mendapar kepercayaan dari masyarakat
vang merupakan penggunanya, maka lembaga itu kehilangan fungsinya
dan menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan
masyarakat melalui kredibiliras dan kapabilitas angpota Komnas HAM
dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap
kehadiran Komnas HAM sangat tinggi, bahkan melebihi kepercayaan
masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini sangat dipengaruhi
oleh figur-figur tokoh yang mengisi keangpotaan Komnas HAM pada

"Pasal 1 angka 1 UU Mo39 Tahun 1999 tentang Hak Asssi Manusia,
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waktu itu. Kedua puluh lima anggota Komnas HAM periode pertama yang
diangkat Presiden adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal eleh masyarakar,
di antaranya adalah Ali Said, Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam
Budiardjo, Muladi, Satjipto Rahardo, dan lain-lain, dengan Sekretaris
Jenideral Baharuddin Lopa vang juga dikenal memiliki kredibilitas yang
sangat tinggl. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memengaruhi tngkar
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Kondisi ini terjadi
sampai dengan periode kedua keanggotaan, yaitu periode 1998-2002,
Seiring dengan berjalanmya waktu, maka kepercayaan masyarakat
terhadap Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang surutnya
kepercayaan masyarakat bukan saja dipengaruhi oleh kinerja lembaga
komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi
juga dipengaruhi oleh figur anggota Komnas HAM. Komnas HAM periode
2012-2017 seperti mengalami titik balik dengan terjadinya konflik internal.
Komnas HAM yang pada awalnya memperoleh kepercayaan yang begitu
tinggi darl masyarakat karﬂum'ggutan}ru terdin dari F!Eu.r—ﬁgur.}'ang sangat
dikenal masyarakat karena ketokohan dan integritasnya, pada periode 2012-
2017 harus mengalami konflik internal, yang disebabkan oleh perebutan
[abatan ketua, Selama beberapa periode keanggotaan Komnas HAM, bary
pada periode 2012-2017 erjadi konflik internal di lembaga Komnas HAM.
Tentu saja adanya konflik ini akan memengarubi kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja Komnas HAM, Oleh karena ito, untuk membangun
kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komnas HAM, maka
periu dilakokan rekonstruksi pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik
menvanghkut proses perekrutannya maupun kualifikasi angpotanya.
Proses perekrutan dan pemilihan anggota Komnas HAM yang selama
ini dipraktikkan, yaitu pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017
dengan cara dipilih oleh DPR ternyata juga memengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap Komnas HAM. Bahkan karena anggota Komnas HAM
dipilih aleh DPR, maka ada anggapan bahwa anggota Komnas HAM juga
dipolitisast, Oleh karena itu perlu ditakukan pengaturan kembali tentang
pengisian keangeotaan Komnas HAM, schingga mampu dibasilkan lembaga
Komnas HAM yang benar-benar mandiri dan mampu memperjuangkan
dan menegakkan hak-hak asasi warga negara vang dilanggar. Peran DPR
harmis kembali kepada fungsi aslinva sesual dengan ketentuan Pasal 204
LD Megara BRI Tahun 1945, vaitw fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan
fungsi anggaran, Dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan Komnas
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HaAM, DFR dapar menggunakan fungsi legislasi untuk mengubah UU Mo.39
Tahun 1999, dan menggunakan fungsi pengawasan untuk memberikan
persetujuan terhadap calon yang diajukan cleh Presiden,

b. Peran DPR dalam Pengisian Keanggotaan Komnas HAM

Dengan mujuan untuk memperkuar posisi Komnas HAM, maka
ketentuan tentang Komnas HAM diater dalam undang-undang, bukan
hanya dengan Keppres. Apabila dalam Keppres No.50 Tahun 1993 anggota
Komnas HAM diangkar oleh Presiden, maka dalam UU Mo.39 Tahun 1999
ditentukan bahwa pengisian keanggoraan Komnas HAM mulai melibatkan
DPR. Dalam Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 ditentukan hahwa anggota
Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh DPR RI
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan olch Presiden selaku
kepala negara. Mekanisme pemilihan anggota yang secara penuh melibatkan
DPR ini di satu sisi memiliki nilai positif, mengingat DPR adalah lembaga
perwakilan rakyat, yang artinya keterlibatan DPR juga berarti keterlibatan
rakyat. Mamun di sisi yang lain, keterlibatan DPR vang juga merupakan
lembaga politik, vang beranggotakan orang-orang yang berasal dari
partai politik menimbulkan kekhawatian masyarakat, bahwa pengisian
jabatan dalam lembaga-lembaga negara diliput oleh kepentingan politik.
Publik mulai menyoroti banvaknya kewenangan DPE yang begito luas
dalam rekrutmen pejabat negara, sepertl pemilihan anggota BPK, Hakim
Kenstitusi, Anggota KY, Anggota KPK, Anggora Komnas HAM, Dewan
Gubernur BI, Anggota QJK, Anggora LPSK, dan lain-lain. Oleh karena
itu, begarnya peran DPR dalam pengisian keanggoraan Komnas HAM juga
perlu ditinjau kembali,

Secara teoretis, kererlibatan DPR dalam memberikan persetujuan
terhadap tindakan pemerintah maupun dalam rekrutmen keanggotaan
lembaga-lembaga negara dapat dibenarkan dari segi hukum tata negara,
dengan mengingat salah satu fungsi DPR sesuai dengan Pasal 204
UUD Megara RI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Menurut Jimly
Asshiddigie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebaggi lembaga perwakilan
dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:®

Yimly Asshiddiqie. Pokok-Porok Hukum Tara Negara Jndonesio Pasca Reformast,
{Jakarta: Bhuana [lmu Populer, 2007), him. 163
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a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of palicy making;)
b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (contral of pelicy execuzing);
€. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of

Budgeting);

d. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara {controf
of budget implementation);

e, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of govermment
perfarmances);

f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (eontrol of political
appointment of public officials).

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk
memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan
dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga
legislatif. Hak untuk konfirmasi ini khusus diberikan dalam rangka
pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (political
appotntmimi). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikue
mengendalikan atau mengawasl kinerja para pejabar publik tersebut dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan
ketentuan konstitusi dan peraturan perendang-undangan yang berlaku.”

Dalam negara demokrasi, hak untok konfirmasi ini menjadi sangat
penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabar
negara [ beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, pengangkatan
pejabat negara seperti Menteri memerlukan konfirmasi senat (Pasal 1
Ayat 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat). Oleh karena itu, persetujuan
DPR atas calon anggota Komnas HAM sudah cukup mewakili keterlibatan
masyarakar, tanpa harus memilih dan melakukan seleksi secara langsung.

Keterlibatan DPR dalam memberikan konfirmasi arau persetujuan
ini dapat difihat dan 2 {dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Dari
segi positif, adanya persetujuan DPR dalam pemilihan anggota Komnas
HAM menunjukkan adanya mekanisme check and balance, vang berfungsi
untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang ridak
dikehendaki publik dalam pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dapar
memperoleh masukan dalam memperoleh calon anggoea vang bermutu dan
handal dalam ideologi, kecakapan, integritas dan lain sebagainya. Adanya

*ibyd. him [e4.
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persetujuan DPR ini juga merepresentasikan dukungan masyarakar sebagai
pemegang kedaulatan yang tertinggi di dalam negara.

Darni segl negatif, adanya persetujuan DPR ini sering kali dimanfaatian
oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di DPR untuk melakukan tawar
menawar politik. Hal ini dapat diantisipasi dengan sistem seleksi yang
bersifar terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses
rekrutmen yang sedang berlangsung, balk pada saat seleksi di Panitia
Seleksi maupun pada saat proses persetujuan di DPR.

Qleh karena itu, sekali lagi, untuk mengatasi dampak negatif dari
peran DPR dalam proses seleksi anggora Komnas HAM, maka peran DPR
harus dikembalikan lagi dalam kapasitas sebagai pengavas, artinya hanya
memberikan pertimbangan dan persetujuan saja. Karena pada dasarnya
Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penghormatan
dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal |
angka 1, dan Pasal 6§ UU No.39 Tahun 19%9 yang pada intinya menentukan
bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormari, dijunjung tinggi dan
dilindungi aleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Bahkan Pasal
71 dengan jelas menyatakan bahwa:"Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diarur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh MNegara RI, Beberapa ketentuan tersebut jelas menunjukkan
bahwa pihak yang paling berkompeten dalam wpaya penegabkan HAM
adalah pemerintah, Oleh karena ita, peran Presiden RI dalam pemilihan
dan pengisian keanggotaan Komnas HAM harus nyata dan lebih besar dari
peran DPR. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal B3 yang menyatakan
bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan
Komnas HAM dan diresmikan cleh Presiden RI harus diubah,

Dalam proses rekrutmen dan pengisian anggota Komnas HAM,
Presiden RI dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel), seperti misalnya
Pansel calon anggota KPK yang dibentuk oleh Presiden, vang bertanggung
jawzb kepada Presiden. Pansel tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat
vang memiliki keahlian di bidang terkait, yang memiliki kredibilicas tinggi
serta kalangan akademisi vang memiliki keahlian di bidang HAM, yang
diangkat oleh Presiden. Pengangkatan tokoh-tokoh yang menjadi Pansel
ini harus dilakukan secara transparan dengan memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk memberikan penilaian kepada calon anggota Pansel,
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apakah layak atau tidak menjadi angpota Pansel. Oleh karena itu, sebelum
menerbitkan Keputusan Presiden tentang penganghkatan anggota Pansel,
Presiden harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakar
mawpun lembaga-lemabaga vang bergerak di bidang hak asasi manusia
untuk memberikan masukannya. Setelah tidak ada lagi keberatan dari
masyarakar, maka Presiden mengeluarkan Kepurusan Presiden rentang
pengangkatan anggota Pansel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel harus bersifar transparan,
sehingga masyarakat dapat ikut mengawal dan mengamati kine:]'a
Fansel. Tahapan demi tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel harus
dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas kinerja Pansel. Selanjutnya daftar calon yang merupakan
hasil kerja Pansel dilaporkan kepada Presiden, untuk selanjutnya dipilih
oleh Presiden. Calon anggota vang telah dipilih oleh Presiden tersebur
selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan,
Persetujuan DPR inl dalam rangka pelaksanaan fungst DPR di bidang
pengawasan.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara lain, anggota Komnas
HAM, yang disebut dengan Commission on Human Rights ditunjuk oleh
Presiden. Misalnya adalah di Philippina, India, dan Thailand {oleh Raja).
D India, anggota National Human Rights Commission of India diangkat oleh
Presiden India atas rekomendasi dari Perdana Menteri, Menteri Dalam
Negeri, Pemimpin Parlemen (House of People dan Council of States) . Demikian
pula di Negara Thailand, anggota National Human Rights Institution ditunjuk
oleh Raja dengan pertimbangan senat dan ahli yang berpengalaman di
bidang HAM. Dari contoh praktik di negara-negara lain rersebut, maka
dapat diambil perbandingan mengenai peran DPR.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja
Komnas HAM sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka
ketentuan dalam LILT No.39 Tahun 1999 yang menyanghut tentang proses
rekrutmen anggota Komnas HAM harus direvisi. DPR dapat menetapkan
undang-undang tentang perubahan Pasal 83 dan beberapa pasal terkaic
Di samping i, dalam undang-undang perubzhan rersebut juga harus
dimusat ketentuan rentang Panitia Seleksi, baik menyangkut persyaratannya,
prosedur rekrutmennya, maupun tugas dan wewenangnya.
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¢. Keanggotaan Komnas HAM

Amanat Pasal 83 UU No.3% Tahun 1999 yang menentukan bahwa
jumlah anggots Komnas HAM adalah 35 (ga puluh lima) orang belum
terlaksana sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai saat ini.
Pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 jumlah anggota
Komnas HAM ridak pernah mencapai jumlah 35 (riga puluh lima) orang.
Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur
ketentuan ini, karena pada kenyataannya, jumlah anggota 35 (tiga puluh
lima) orang adalah terlalu banyak bagi sebuah lembaga Komnas HAM.

Apabila dibandingkan dengan lembaga/komisi hak asasi manusia di
negara lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999,
Komnas HAM Indonesia akan memiliki anggota yang paling banyak, yaitu
35 (tga puluh lima) orang. Oleh karena itu, ketentuan tentang jumilah
anggpota Komnas HAM vang terdapat dalam undang-undang tersebut
harus segera direvisi. Di negara-negara lain, jumlah anggota komisi hak
asasi manusia, atau yang disebut Commission on Human Rights (CHR)
berkisar antara 5-11 orang. Sebagai contoh, di Negara Philippina, jumlah
anggota CHR adalah 5 (lima) orang, yang ditunjuk oleh Presiden untuk 1
(saru) kali masa jabaran selama 7 (ejuh) tahun, Persyaratan yang harss
dipenuhi adalah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, bukan calon
anggota legislatif, dan ridak boleh merangkap profesi atan menjalankan
bisnis. Mayoritas anggotanya adalah anggoma Philippine Bar Association. Th
Thailand, anggota National Human Rights Institution (NHRI) berjumlah 11
{sebelas) orang dengan masa jabatan 1{saru) kali & {enam) tahun. Syarat
untuk menjadi anggota NHRI adalah memiliki pengalaman di bidang
perlindungan HAM, bukan anggota parcai politik, dan tidak memiliki
riwayat sebagai korupror. Anggota NHRI diangkat oleh Raja, dan sebagai
bahan pertimbangan kepada Raja, maka dibentuk Komisi Seleksi.

Dengan mencermati keanggotaan Komnas HAM di negara-negara lain
serta dengan mempertimbangan efekrivitas kerja dan efisiensi angparan,
maka ketentuan tentang jumlah anggots Komnas HAM dalam UU No.39
Tahun 1999 perlu direvisi. Di samping itu keangpotaan Komnas HAM juga
dizesuaikan dengan komigl-komist atau lembaga-lembaga lain yang ada di
Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya sama dengan
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lembaga-lembaga lain yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga
negara pembanou (stare auxiliary agencies) yang dibentuk berdasarkan
undang-undang ataupun peraturan lainnya, di antaranya adalah Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesty
(KPTy, Komisi Pengawas Perszingan Usaha (KPPU), Komisi Masional
Untuk Anak (Komnas Anak), Komisi Masional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan,
dan lain-lain. Di antara semua komisi yang ada di negara Indonesia,
jumlah anggotanya tidak sebanyak anggota Komnas HAM yang diatur
dalam undang-undang. Rata-rata masing-masing komisi memiliki jomiah
anggota 5-15 orang.

Sebagal contoh, KPE hanya memiliki 5 (lima} orang komisioner,
rermasuk ketua, KPPL memiliki 9 komisioner, Komisi Penyiaran Indonesia
(EPT) beranggotakan 9 (sembilan) orang. Komnas Perempuan 15 (lima
belas) orang, Komisi Kejaksaan memiliki anggota sebanyak 7 {mujuh) orang,
Komnas Perlindungan Anak pada-a saat ini memiliki anggota 9 orang, dan
Ombudsman Republik Indonesia {dahulu dinamakan Komisi Ombuedsman
Maszional) memiliki 9 (sembilan) orang komisioner. Dengan melihar
jangkauan kewenangan dan kedudukannya yang sama dengan lembaga-
lembaga negara lainnya tersebur, maka penyimpangan terhadap ketentuan
undang-undang dengan melakukan pengurangan jumiah komisioner haros
dilegalisasi dengan cara melakukan revisl terhadap ketentuan undang-
undang yang mengarmr rencang jumiah anggota Komnas HAab,

Revisi ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dengan
demikian adalah merupakan svaru kebutuhan yang sangat mendesak.
Jumlah anggota yang terlalu banyak, di samping tidak efektif dalam
pelaksanaan pekerjaannya, juga tidak efisien dalam hal pembiayaan yang
dibebankan pada APBN. Setelah jumlah anggota dikurangi, selanjutnya
untuk mendukung pekerjaan anggota Komnas HAM dapat diangkat Tim
Ahli dan s1af penunjang yang memiliki kemampuan dan latar belakang
pengetahinan dan pengalaman di bidang HAM. Setiap anggota dapar
memiliki staf ahli vang membantu anggota dalam melaksanakan wgas
dan wewenangnyi.

Selain revisi terhadap ketenmuan dalam UU No.39 Tahun 1999, maka
agar Komnas HAM memiliki landasan yang kuar, perlu dibentuk undang-
undang yang mengarur tentang Komnas HAM secara tersendiri. Namanya
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adalah undang-undang tentang Komnas HAM. Di dalam undang-undang
tersebut dimuat tentang keanggotaan, tugas dan wewenangnya, termasuk

di dalamnya adalah mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM.

Diengran diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendir, maka
chksistensi Komnas HAM diharapkan akan makin kuat. Semakin koat aspek
kelembagaan Komnas HAM, maka kinerja Komnas HAM diharapkan juga 5
akan makin bagus.

Penutup

Dibentuknya Komnas HAM merupakan buah dari perkembangan dan
tuntutan masyarakar, termasuk tuntutan global yang pada awal tahun
1990an mengalami gelombang demokratisasi dan hak asasi manusia.
Adanya tuntutan masyarakat mengakibatkan lahimya lembaga-lembaga
negara independen, termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi negara,
yang satu di antaranya adalah Komisi Masional HAM. Komnas HAM
merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan cara meningkarkan
perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1993 dengan melalui Keppres Mo 50 Tahun
1993, yang kemudian diperkuar dengan ketentuan dalam UU Mo.39 Tahun
1999, ranggapan masyarakar terhadap kinerja Komnas HAM mengalami
pasang surut, Pasang dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap
Komnas HAM ini selain dipengaruhi olech keberhasilan Komnas HAM
dalam menyelesalkan kasus-kasus pelanggaran HAM juga dipengaruhi
oleh kredibilitas anggota-anggota Komnas HAM. Oleh karena itu masalah
pengisian keanggotaan Komnas HAM menjadi masalah yang sangat penting
bagi kernajuan penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM di Indonesia

Untuk mendukung kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang,
maka perlu dilakukan pengaruran kemball (rekonstruksi) mekanisme
pengisian keanggotaannya, baik menyangkut komposisi/jumlah anggoranya
maupun prosedur pengisian keanggotannya. Selama ini proses perekruran
atau pengisian keanggotannya juga belum ada keseragaman dengan
komisi-komisi vang lain, terutama berkaitan dengan kererlibaran DPR dan
peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme
pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya
maupun proses rekrucmennyi,

Bagian 4 | Mieksnstruksi Makanisme Pangisian Keanggetaan Kowmas HAM 471 s



Rekonstruksi dapar dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam
UU No.39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan Komnas
HAM serta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang
Komnas HAM secara tersendird, terpisah dari undang-undang yang
mengatur tentang hak asasi manusia. -

Perlu dilakukan revisi UU No.39 Tahun 1999 wentang Hak Asasi
Manusia yang di dalamnya memuat pasal tentang Komnas HAM, rerutama
pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah anggota Komnas HAM dan
peran DPR dalam proses rekrutmen anggotanya . Peran Presiden harus
lebih dikedepankan, mengingat Pemerintah memiliki kewajiban untuk
menegakkan dan menghormati HAM setiap warga negaranya, schingpa
perlu dibuat ketentuan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh
Presiden berdasarkan usulan Panitia Seleksi yang dibentok oleh Presiden,
Selanjutnya Presiden RI akan mengajukan calon terpilih kepada DPR untuk
memperoleh persetujuan. Agar DPR memiliki ruang gerak vang lebih
bebas untuk memberikan persetujuan, maka jumlah calon anggota yang
dimintakan persetujuan kepada DPR sebanyak 1,5 (satu setengah) kali
dari jumlah anggota vang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing
pihak, baik Presiden maupun DPR memiliki kesempatan untuk memilih
pilihannya tanpa perbedaan yang cukup jauh,

Alternatif lain selain melakokan revisi terhadap UU No.3% Tahun
1999 adalah dengan membentuk undang-undang tersendini yang mengatur
tentang Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-
undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM akan semakin kuart.

Mekanisme pengisian keanggotaan dilakukan melalui Panitia Seleksi
yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang berrogas
untuk menjaring calon secara objektif untuk selanjutnya diserahkan kepada
Presiden RI unruk dipilih, dan oleh Presiden kemuodian diajukan ke DPR RI
unruk dimintakan pertimbangan. Dalam upaya penjaringan calon anggota,
Panitia Seleksi harus memerhatikan keseimbangan gender, integritas
persomal calon dengan menyelenggarakan uji publik terhadap calon.
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penelit). Fajri Mursyamsi dapat dihubungi melalui email fajr. nursyamsi@
pahk.or.id

Fauzin, 5.H., LL.M, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Madura. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum,
Universitas Brawdjaya, Malang. Pendidikan program pascasarjana magister
ilmu hukum, beliau selesaikan di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah
Mada, Yopyakarta. Penelitian vang pernah beliau lakukan seperti penelician
tentang “Perlindungan Buruh Migran Indonesia flegal di Malaysia® (Srudi
Kasus di Kabupaten Malang) dan penelitian tentang “Komisi Eebenaran
dan Rekonsillazsl (KKR) sebagal Altermatif Pencarian Keadilan bagi Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia”. Beliau juga
terlibat dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tenrang Partisipasi Publik bersama Tim' LEH Pos Malang, Pemyusonan
Maskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
di Kabupaten Sampang dan Penyusunan Maskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sampang,

Hesti Armiwulan Sochmawardiah, lahir di Warukosk, Paswruan, 20
Desember 1963, Menyelesaikan Sarjana (51) di Fakultas Hubum Universitas
Surabaya (1987), Magister lmu Hukum Universitas Surabaya (1996) dan
program Doktor [imu Hukum di Fakultas Hukam Universitas Indonesia
(2013}, Dari tahun 1988 sampai saat ini sebagai Dosen tegap Fakuloas
Hukum Universitas Surabaya (FH-Ubaya), dan Ketua Laboratorium
Hukum Tara Negara FH Ubayva. Pernah ménjadi Ketua Pusar Stedi Hak
Asgazi Manusia Ubaya Tahun 2002-2006. Sebagal Anggota Komisi Mazional
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) Periode Tahun
2007-2012 sekaligus rerpilih sebagai Wakil Kerua Komnas HAM RI Tahun
2007-2010, Mendapat kepercayaan sebagai Member, Independent Senior
Advisory Group for AIP] (Australia-Indonesia Patnership for Justice)
Tahun 2013-2015, sampai sekarang akrif sebagai Ketua Departemen HAM
Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN [ndonesia.
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Ida Budhiati, Komisioner KPU RI, 5-1 Fakultas Hukum Universiras 17
Agustus 1945, Semarang (1990-1995), Magister Hukum Universitas
Diponegora, Semarang (2003-2007), berikutnya mengambil program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (masih proses). Akrif di
Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1994-1995), Direktur LBH Asosiasi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang (2004-2008),

M. Nurul Fajri, lahir di Payakumbuh, 5 Juni 1992. Menempuh studi 51 di
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang semenjak rahun 2009 hingga
tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi S1 tidak berselang berapa lama
langsung mengabdi di LBH Padang melalui jalur Pendidikan Karya Latihan
Bantuan Hukum tahun 2013 hingga jabatan struktural terakhir adalah
Seaf Divisi Pembaruan Hukum dan Peradilan. Saat ini tercatat sebagai
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum dan sedang
menempuh pendidikan Pascasarjana jurusan Hmu Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas. Ketika masih menjadi mahasiswa 51, penulis
pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Legisiatif Mahasiswa (DLM) Megara
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga mengemban
amanah sebagal Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian
Kemasyarakatan (LAMEPK) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Fokus
studi kepada isu-15u vang berhubungan Hukum Tata Megara, konstitusi dan
pemberantasansant korupsi. Semenjak tahun perama masuk di Fakuluas
Hukum relah akeil menulis di media massa. Kini tulizan-tulisan relah rotin
dimuar di media massa lokal dan nasional,

Muhammad Iwan Satriawan, adalah dosen pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung bagian Hukum Tata Negara. Selintas tentang karyanya
antara lain: Tim Penulis Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Penerbit Kreasi
Total Media Yogyakarta(2009), Tim Penulis flmu Negara (Dasar-dasar Teori
Bernegara) Penerbit PER-PUL FH UNILA (2013), Tim Penulis Meneropong
Koanisi Informasi Penecbit UB Press (2014), Melawan Dengan Pema Penerbit
Magakusuma Media Kreatif (2014), Risalah Hukum Partai Politik Penerbit UB
Press (2016], Jurnal MK Universitas Lampung, Jurnal M.K Universitas
Trunajoye Madura, dan beberapa opini penulis yang tersebar dalam surat
kabar Lampung Post, Radar Lampung dan Lompung News Paper. Penulis dapat
dihubungi di: i_santri@yahoo,co.id
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M. Syaiful Aris, 5.H., M.H., LL.M., adalah staf pengajar di Departemen
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, memperoleh
pelar Master of Laws (LL.M) pada tahun 2014 dari University of
California, Davis dengan beasiswa Usaid-Prestasi dengan minat bidang
studi bidang Constitutional and Administrative Law. Sebelumnya mendapar
pelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Airlangga di tabhun 2009
dan yang bersangkutan menamatkan pendidikan Sarjana Hukum (SH) di
Universitas Airlangga pada tahun 2003 dengan minar bidang studi Hukum
Pemerintahan. Sebagai Mantan Direkrur YLBHI- LBH Surabaya Jawa Timar
tahun 2005- 2012 memiliki pengalaman advokasi kasus-kasus publik dalam
persidangan maupun di luar persidangan. Pada tahun 2007 lulus sertifikasi
sebagai mediator yang diselenggarakan oleh Uni Eropa-Mahkamah Agung
dan Indonesian Institute for Conflict Transformation. Bidang studi yang
diajarkan di Fakultas Hukum antara lain Hak Asasi Manusia, Hukum Tata
Megara, lmu MNegara dan Hukum Perundang-undangan.

Aris juga aktif menulis beberapa buku dan artikel, Beberapa tulisanya antara -
lain: 1. Artikel Partisipasi Publik Dalom Pemilithan Presiden, Koran Sindo Jawa
Timur {2014), 2. Artikel UL Desa dan Upaya Pemenhan Hak Asasi Manusia,
furnal Transisi (2014), 3. Artikel Mendorong Komisi Yudisial Melawan Mafta
Peradilan dengan Membersihkan Korps Hakim Desain Hubum- Korisi Hukem
MNasional, Vol. 10, No.2 (2010), 4. Buku Hak Asasi Manusia Dalam Perspekiif
fslam, LPFSHAM Muhammadiyah Jawa Timur dan Madani (20100, 5. Arcikel
Peran Serta Masyarakat dan Profesionalizme Kepolisian Versus Teror Boa, Suara
KOMPOLMNAS (2009}, 6. Buku (Masih) Berkuasanya Kuasa Kegelapan, Potret
Penegakan Hukum dan HAM, In-Trans Publishing dan LBH Surabaya, (2009},
7. Advohasi Kasus Strubtural: Perlowanan Kmen Marginal Dalam Merebut Hak
Asasi, Dalam Buku Bergerak Merebut Perubahan: Mozatk Gerakan Sosial Rakyat
Dalam Melawan Tirani Negara In-Trans Publishing, 2008.

Muh. Risnain, Penulis lahir di Bima 30 Desember 1980. la menyelesaikan
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2003, Tehun
2006 ia menyelesaikan studi Magister Hukum di Program Pascasarjana
UNPAD dengan Konsentrasi Hukum Internasional. Pada bulan juli 2014
menyelesaikan pendidikan Dokror llmu Hukum pada Fakultas Hukum
UNPAD Bandung. Setelah tamat 52 ia mengajar sebagai Dosen Luar
Bizsa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayaza Banten
(2006-2007). Pada tahun yang sama ia juga mengajar scbagai Dosen
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Luar Biasa pada FH Unram (2007). Sejak tahun 2008 sampai awal 2011
menjadi Tenaga Ahli DPR Rl yvang membidangi Hubungan Internasional,
Pertahanan dan Komunikasi/Komisi [ DPR RI (2008-2009), kemudian
ditugaskan mendampingi anggota DFR Rl yang duduk di Komisi IX
(Komisi Kesehatan dan Kerenagakerjaan). Awal 2011 diangkar menjadi
Dasen Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum
Universitas Mataram baik pada program 51, Magister Ilmu Hukum, dan
Magister kenotariatan. Penulis dapar dihubungi di Momor : 081321386015,
email : ris_bdg@yaboo.com dan risnaind2 @ gmail.com

Muhtar Said, lahir di Semarang 05 Desember 1988, Lulus 51 Fakultas
Hukum Universitas Meger Semarang (20100, Lulus Magiscer IImu
Hukum Undip (2013). Sebagai Peneliti di Pusar Studi Tokoh Pemikiran
Hukum (PUSTOKUM) dan Satjipto Rahardjo Insdiute. Tinggal di Jakarta,

Reza Syawawi, Penulis hingga saar ini ll:-crlﬁ:giamn di Transparcncy
International - Indonesia (T11) sebagai peneliti hukum dan kebijakan.

Menyelesaikan studi di Fakoltas Hukom Universitas Andalas pada
Desember 2009, selama di kampus akeif dalam berbagai kegiatan
kemahasiswaan seperti di Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum
dan Polivik Universitas Andalas, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata
Megara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan mengikuti beberapa
koalisi C5O dengan organisasi mahasiswa. Sembari menyelesaikan tugas
akhir, penulis juga menjadi peneliti muda di Pusar Swudi Konstitusi
{PUSaKO) Fakultas Hubum Universitas Andalas {2008 — 2009),

Setelah menyelesaikan studi, sejak Februari 2010 penulis mengawali
pengalaman sebagai internship di T11. Sebuah nrgan.isﬁ:i' nirlaba, jaringan
global C50 antikorupsi yang ada di lebih dari 100 negara di seluruh dunia
yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-
lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakatr sipil. Dalam
beberapa kesempatan biza menjumpai artikelnya di berbagai media massa
nasional seperti Kempas, Koran Tempo, Media Indonesta, The Geo Times (onfine),
selain itu juga pernah menulis di Bisnis Indonesia, Swarn Pembarian, Hargan
Republika, dan Jurnal Konstitusd MEKR]. Untuk berkomunikasi bisa melalui
email rezasyawawi @yahoo.com atau mengunjungl www.ti.orid,
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Yustina Niken Sharaningryas (Niken), lahir di Cirebon pada tanggal
17 Januari 1986, Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah
pertamanya di Cirebon. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Pangudi
Luhur Van Lith Berasrama Munrilan serta menjalani kehidupan Asrama
hingga lulus tahun 2004.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuh dengan melanjutkan studi dengan
beasiswa seleksi siswa berprestasi {full scholarship) di Fakultas Hukum
Universitas Atma [aya Yogyakarta dan lulus pada tahun 2004 sebagai
lulusan rerbaik serta dengan predikar comimede.

Aktivitas keseharian selama menjadi mahasiswa dilewatl dengan akxif
dalam berbagai organisasi dan kegiatan, beberapa di antaranya yaitu
menjadi pendiri dan pengurus beberapa study elub, pengurus Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UAJY, menjadi tim delegasi MCC (Moot
Court Competition) sejak tahun 2004-2008, menjadi Juara 1 Lomba Pemilihan
Mahasiswa Terbaik {Mawapres) UAJY dan dincbatkan mbngat Mahasiswa
Berprestasi UAJY tahun 2006, menjadi Student Participant dalam 8%
ASEACCU University Conference (Assodation of Southeast and Enst Asian
Catholic College and Universities) di Daegu, Korea Selatan pada tahun 2006,
menjadi Semifinalis “Duta Muda ASEAN" Indonesia yang diselengparakan
oleh Kementerian Luar Negen Indonesia dan ASEAN pada tahun 2007,
serta berbagai kegiatan dan perlombaan lainnya.

Jenjang Strata dua ditempuh di Magister Hukum Universitas Indonesia (UT)
dan lules rahun 20013 dengan predikar comilznde. Kemudian melanjutkan
karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dengan penugasan untuk memegang mara kuliah Hukem Tata MNegara,
Hukum Pemerintahan Pusar, llmu Negara serta Hukum Hak Asasi Manusia.

Dr. W, Riawan Tjandra, 5.H., M.Hum,, lahir di Madiun, 1& Mei- 1369,
menyelesaikan 51 di Universiats Brawijaya, Malang (1993), Magister
Hukum Bidang Konsenrrasi Hukum Kenegaraan Frogram Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada (2003), selanjutnya menamathan Program Dokror
Nmu Hukum Bidang Hukum Administrasi Megara UGM tahun 2009,
Advokar sejak tahun 2000, pernah menjadi staf Ahli Pimpinan DPFRD DIY
pada tahun 2015, Legal Dvafter unruk beberapa DPRD untuk menyusun
Peraturan Daerah. Akrf sebagai penulis bulu di antaranya Lins Domeni
Principle, Demaocratic Good Governance, Hukum Keuangan Negara, dan lebih dari
400 artikel di media massa
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Roni Saputra, lahir di Bulittinggi pada 29 Mei 1982 dan menamatkan
51 [imu Hukum di Falultas Hubum Universitas Andalas, Padang. Ketika
kuliah, aktifdi Lembaga Advokasi Mahasiswa/Pengkajian Kemasyarakatan
(LAM/PK). Mengabdi di LBH Padang sebagai Pengabdi Bantuan Hukum
sejak 2004 hingga 2013, sejak volunteer hingga menjadi Wakil Direktur.
Pada 2010 bersama sejurnlah aktivis HAM dan jurnalis mendirikan LBH
Pers Padang dan menjabat Direktur sejak 2013-hingga sekarang, Selama im
pula, aktif dalam perlindungan HAM, gerakan antikorupsi dan anti mafia
hiukum. Selain aktif melakukan advokasi kebebazan pers di Sumatra Barar,
juga menfadi anggota South East Asia Lawyer dan Media Defence South
East Asia. Selama menjadi aktivis, velah rerlibar dalam beberapa penulizan
buku bersama penulis lain, antara lain Buku Kearifan Lokal 4i Siwmatera Baral
dan Ketika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Berekpresi Dindili yang
diterbitkan LBH Padang, Buku Mematuhi Erik, Menjaga Kebebasan Pers yang
diterbitkan AJl Padang, serta Memahami Hubum Pers dan Melmwan Ancaman
Kekerasan yang diterbitkan LBH Pers Padang.

Sudi Prayinto, 5.H., LL.M., lahir di Selatpanjang (Riau) pada tanggal
25 Januan 1971, Mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia(YLBHI) pada Kantor LBH Padang selama 14 tahun dan Direkour
Advocates 8 Legal Consuleants SUDI PEAYTTINO, 5. H., LLM. ini, merupakan
alummnus Fakulas Hukum Universitas Andalas (1996) dan penerima beasiswa
STUNED pada program Public International Law di Universitas Erasmus
Rouerdam Belanda (2004). Di samping berprofiesi sebagai seorang Advokar
sejak 1996 dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) sejak 2012, dia juga akeif menulis di berbagai media massa
cetak lokal dan nasional, narasumber/fasilicator di berbagai pertemuan/’
pelatihan, Konsultan Hukum pada sejumlah KPU di Sumatera Barar dan Riau
dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sejak 2010, dan anggota
Majelis Kehormatan Daerah PERADI Padang periode 2014-2018.

Tri Sulistyowati, lahir di Semarang, 21 Marer 1970. [a memperoleh gelar
sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1992 dan Magister Humaniora pada
tahun 1998 dari Universitas Diponegore Semarang. Fada tahun 2015 ia
menamatkan studinya dan memperoleh gelar Doktor Iimu Hukum dari
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Program Dokror llmo Hukum Universicas Trisak. Kariernya sebagai dosen
clirnulai sejak tahun 1993 hingga sekarang, sebagai dosen tetap di Fakultas
Hukum Universitas Trisakti. la menjadi dosen pada beberapa mara kuliah,
di antaranya Ilmu Megara, Hukum Tata Negara, Hukum Konsritusi, Hukum
Acara Konstitusi, Hulkum Oronomi Daerah, dan Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangen. Dalam organisasi profesi, ia adalah Ketua Asosiasi
Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAME) DPD DKI Jakarta
sefak 2010 sampai sekaranpg. Selain kegiatan mengajar, {a juga aktif secara
kontinue dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
terutama yang berkaitan dengan Good Governance pada penyelenggaraan
pernerintahan daerah di beberapa kabupaten di Provinsi Banten dan Jawa Barar.

Unggul Wisnu Wicaksana, lahir di Sleman, D.1. Yogyakarta pada tanggal
15 Juli 1992. la mendapatkan gelar Sarjana Hubum di Fabultas Hukum
Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Sebagai seorang pemerhari dan
peneliti di bidang hukum, pria yvang pernah menjadi salah satu mahasiswa
berprestaszi di FH UGM tahun 2014 ini telah mempublikasikan beberapa
penulisan hukum, di antaranya: Prospek Periggunaan Hak Paten Sebagai
Agunan (Collateral) Dalam Pengajuan Kredit di Indonesia, Asean China Free
Trade Area (ACFTA) Dalam Ruang Linghup Strategis Kedaulatan Pangan
Indonesia, Memcari Kejelasan Sistem Pelaksanaan Uang Kuligh Tunggal (UKT),
dan penulisan hukum lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Wiwin Suwandi, 5. H.M.H., adalah staf Badan Pekerja dan Penelit Ant
Corruption Committee [ACC) Sulawesi, Beliau menyelesaikan pendidikan
sarjana di Fakultas Hukum, Univergitas Hasanuddin, Makassar. Pendidikan
magister itmu hukum disslesaikan beliau di Fakultas Hukum, Universitas
Hasanuddin, Makassar. Riser yang pernah beliau lakukan seperti
“Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penataan Ruang
dan Penyelenggaraan Perranahan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan
(Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan,” “Penyuluhan Pertanahan dan
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Toraja,” dan “Analisis
Hukum Materi Perpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 24
Tahun 2003 dan Tindak Lanjutnya.”™ Beliau juga aktif menulis untuk
sejumlah surat kabar dan tulisan-tulisan pendek beliau (opini} sudah
tersebar baik di surat kabar lokal maupun nasional. Selain itu, beliau juga
aktif menulis baik di jurnal maupun majalah.
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Prof. Yuliandri, 5.H. M.H., Lahir di Tanah Duarar, Sumatera Barat,
18 Juli 1962. Seorang Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas
Padang, Sumatera Barat. Dosen dan Guru Besar [lmu Perundang-undangan
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Pernah menjadi Dekan
Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2010-2014. Pernah menjadi
wakil ketua merangkap anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Angpota
Calon Komisi Yodisial (KY) periode 2015-2020. Kemudian pernah menjadi
Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komsi Pemilihan Umum Provinsi
Sumarera Barat periode 2013-2018.

Sartika Intaning Pradhani, mahasiswi Program Studi Magister [mu
Hulkum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada angkatan 2014, pernah
mempresentasikan tulisannya antara lain pada First ACAS Graduate
Students” Symposium *The Asian Village: Challenges, Innovations &
Reforms in East and South East Asia from Below” yang diadakan oleh
Areneo De Manila University, Quezon City, Philippines dan Kongres
Pancasila VIl yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada. Sarrika
aktil dalam beberapa penelitian dalam bidang hukum tata negara,
Pancasila, perempuan dan gender. Dalam hidupnya, Sartika berpegang
pada prinsip “Do Your Best and Let God Do the Rest" dan semua yang
ingin dilakukannya adalah unnik menjadi bermanfaar bagi orang lain.

Ibrahim, adalah dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung.
Memperoleh gelar Sagjana llmu Filsafar, Magister Ilmu Politik, Doktor lmu
Filsafat, dan Doktor llmu Politik, keempatoya dari Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta. Mendapatkan pendidikan non gelar di School of Administrative
and Leadership program di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan penelit
tamu di School of Political Science and International Studies di Australia
pada tahun 2011. Aktif dalam lembaga kajian demokrasi lokal “The
[lalang Institute’ dan terlibat dalam banyak kegiatan dengan tema-tema
kepemiluan di tinghkat lokal sepert diskusi, riset, debat kandidat, tim
seleksi penvelenggara, dan sebagainya, Saat im menjabat sebagail Dekan
FISIF Universitas Bangka Belitung.
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BIODATA EDITOR

Charles Simabura, dilahirkan di sebuah nagan kecil bernama Sulit Air,
Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5 April 1979, Kedua orang rua penulis
merantau ke Palembang dan srudi penulis sejak Sekolah Dasar hingga
Sekolah Menengah Atas di Kota Empek-empek. Pada saar kuliah penulis
kembali ke kampung halaman dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum
Universitas Andalas pada tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan
studi Master di almamater yang sama pada tahun 2009 Saat ini penulis
mengabdi di almamaternya sebagai salah satu staf pengajar dengan
spesialisasi di bidang hukum tata negara sejak tahun 2005,

Sejak mahasiswa penulis cukup akif dalam kegiagan kemabhasizwaan
dan kemasyarakatan. Melalui Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian
Kemasyarakatan, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Polink
dan Ferhimpunan Mahasiswa Tata Megara. Selain i, penulis juga aktif dan
advokasi perakan antikorupsi di Sumatera Barat. Penulis pernah tercarac
sebagal pemagang pada Indenesian Corruption Witch (ICW) pada tahun 2004
dan Penelin Pusat Studi Konstitusi (PUSakKO FHUA) sampai sckarang. Pada
saat berbarengan penulis dipercaya sebagai Manajer Program Badan Anti
Forupst Sumatera Barat (BAKO Sumbar). Sekarang, penulis menjabat sehagai
Ketua Bagian Hukum Tata Megara Fakultas Hukum Universitas Andalas
periode 2015-2019. Melalui mlisanmya haik dalam bentuk hasil penelitian,
media lokal mawpun jurnal ilmiah penulis mewarna khazanah ilmu hukum
khususmyva hukum tata negara. Buku yang pernah ditulis pada tahun 2011
berjudul “Farlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemaya”. Selain i, juga
sebagal editor buku pada mhun 2014 berjudul “Prmilihan Umim Serentak™ dan
editor buku pada rahun 2015 berjudul “"Obstruction of Justice, Tindak Pidana
Menghalomgi Proses Hiskum dalams Uipaya Femberantasan Korups™,
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REKONSTRUKSI MEKANISME
PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS
HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN
KOMNAS HAM DALAM RANGKA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Tri Sulistyowati

LR =

Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat dan tuntutan dunia
internasional akibat terjadinya gelombang demokratisasi sertdzifrkembangan
hak asasi manusia pada awal tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia tetah -
melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan dan
menegakkan HAM baik di masa lampau ataupun di masa yang akan
datang. Langkah-langkah yang strategis ini diawali dengan pembentukan
Komnas HAMggada tahun 1993, dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/
- MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkannya UU No. 39
Tahun 1999 tentang Halg Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah
lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan
lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap
| persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun
1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan
tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang
diprakarsai Departemen Luar Negeri Rl dan PBB yang diadakan di Jakarta
pada 22 Januari 1991. Dari aspek eksternal, pembentukan Komnas HAM
juga merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai
wujud dari komitmen seluruh negara anggota PBB untuk menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Dalam perke gannya, untuk memperkuat
kedudukan Komnas HAM maka dalam No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM, pada Bab VII Pasal 75 - 99 diatur tentang Komnas HAM.
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Berdasarkan Pasal 75 UU No.39 Tahun 1999 ada dua tujuan dari
Komnas HAM, yakni:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi
manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta
Deklarasi Universal Hak Asasi mlusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Fungsi Komnas HAM sesuai Efngan Pasal 76 UU No.39 Tahun

1999 adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam rangka

menjalankan fungsinya tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa
kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 dan menggunakan acuan
instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun
internasional. Peranan Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan
hadap HAM di Indonesia juga makin diharapkan dengan ditetapkkannya

U No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Rasial dan Etnis. Dalam Pasal 8 UU No.40 Tahun 2008 tersebut ditegaskan

peran Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk

upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. '

Selain mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM,

No0.39 Tahun 1999 jupa mengatur mengenai keanggotaannya. Sesuai
dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM
berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan
usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI se Kepala
Negara. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional,
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum
dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, mengh ti hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia. Masa keanggotaan adalah 5 (lima)
tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan
dua orang wakil ketua akan dipilih dari dan oleh anggota.

Sejak Komnas HAM dibentuk tahun 1 keanggotaan Komnas HAM
belum pernah mencapai jumlah 35 orang S€Suai dengan amanat Pasal 83
UU No.39 Tahun 1999. Pada masa periode pertama, tahun 1993-1998,

anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan ketua
Ali Said, yang diangkat oleh Presiden RI. Sesuai dengan anggaran dasar
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Komnas HAM pada saat pembentukannya, maka dalam hal pergantian
anggota tiap 5 (lima) tahun, tiap 12 (dua belas) orang anggota Komnas
HAM masa bakti sebelumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas)
orang anggota baru dipilih untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan 13 (tiga
belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemilihan 12 (dua belas)
orang anggota lama yang akan dikukuhkan kembali. Adanya pengangkatan
kembali anggota lama adalah untuk menjaga kontinuitas program kerja
Komnas HAM. |

Pada masa periode-periode berikutnya, yaitu periode 1998-2002
keanggotaan Komnas HAM berjumlah 25 orang, sementara periode
2002-2007 anggota Kommnas HAM berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang
yang melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, periode 2007-
2012 berjumlah 11 (sebelas) orang, periode 2012-2017 sebanyak 13
(tiga belas) anggota. Pengisian jumlah anggota yang kurang dari 35 (tiga
puluh lima) orang seperti amanat undang-undang, adalah dengan alasan
untuk menciptakan efektivitas kerja, terutama dalam hal pengambilan
keputusan serta efisiensi anggaran, karena makin banyak anggota Komnas
HAM, berarti akan makin banyak pula anggaran yang akan dipergunakan
untuk biaya gaji dan operasional mereka. Padahal, jumlah anggota yang
banyak tidak serta merta menjamin keberhasilan kinerja lembaga Komnas
HAM. Bahkan tanpa pengetahuan dan keahlian di bidang HAM yang
cukup memadai, maka jumlah anggota yang terlalu banyak justru akan
menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999,
kemudian dibandingkan dengan jumlah keanggotaan lembaga atau
komisi-komisi negara yang lain yang ada di Indonesia maupun di negara
lain, jumlah tersebut terhitung terlalu banyak. Demikian pula proses
pérekrutan atau pengisian keanggotaannya juga belum ada keseragaman
dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan
DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang
pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya
maupun proses rekrutmennya.

Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan

Sebelum memulai pembahasan mengenai Komnas HAM, terlebih
dahulu akan dibahas mengenai urgensi adanya lembaga negara. Lembaga
negara/organ negara/alat-alat perlengkapan menjadi satu kesatuan yang

Wi 456 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN




tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara
menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan
lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara,
vang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk
dan hubungan-hubungan yang dijalankan.

Lembaga negafffllapat dikelompokkan berdasarkan landasan yuridis
pembentukannya, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UUD, UU, dan Kef3res. Lembaga negara yang kewenangannya diatur
dalam UUD adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK.
Jenis-jenis lembaga negara inilah yang selanjutnya termasuk dalam q§EBk
sengketa lembaga negara seperti yang diatur dalam Pasal 24C UUD
Negara RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK RI.2
Selain lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD
Negara RI Tahun 1945, terdapat pula lembaga negara yang dibentuk dan
kewenangannya berdasarkan UU, di antaranya adalah KPK, KPI, KPPU,
Kompolnas, Komisi Kejaksaan, termasuk Komnas HAM yang sebelumnya
dibentuk melalui Keppres, kemudian kewenangannya diatur dalam UU,
setelah 6 (enam) tahun kelahirannya. Lembaga lainnya adalah lembaga-
lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden,
di antaranya Wantimpres, Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional,
Dewan Ekonomi Nasional, dan lain-lain. Keberadaan lembaga ini sangat
tergantung kepada Presiden, untuk mengadakan atau meniadakannya.

Perkembangan lembaga-lembagesnegara di luar lembaga-lembaga
negara yang selama ini dikenal, yaitu @nbaga negara yang kewenangannya
diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada beberapa tahun terakhir
tergolong sangat pesat. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal dengan
nama “@misi-komisi negara”. Komisi-komisi ini juga sering disebut
sebagai lTembaga negara penunjang, atau lembaga negara pembantu
(Auxiliary State’s Organ). Pada saat ini, tidak kurang dari 20 lembaga yang
disebut komisi-komisi negara, atau disebut dengan nama lain, misalnya

Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

’Firmansyalﬂﬁm et all, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga
Negara, (Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005), m 14.
’Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa [®Mbaga negara yang
kewenangannya diatur dalam UUD Negara Rl Tahun 1945 ada 18 (delapan belas)
baga negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, Kementrian
gara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, KPU, Bank Sentral, dan TNIL
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KPU, Komnas Perempuan, Kompolnas, KPPU, Komisi Kejaksaan, KPK,
Ombudsman Republik Indonesia, KPI, LPSK, KNKT, KONI, PPATK, dan
lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanat UUD
Negara RI Tahun 1945, UU, Perpres, Keppres, dan Kepmen.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, maka Komnas
HAM merupakan komisi yang pertama kali dibentuk, yang dibentuk
berdasar Keputusan Presiden. Setelah reformasi terjadi di segala
bidang, yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945, maka
pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini berkembang
pesat. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai
dengan tujuan pembentukannya, dan dinyatakan sebagai lembaga yang
independen. Permasalahannya adalah UUD Negara RI Tahun 1945
tidak mengakomodasi perkembangan dan keberadaan lembaga-lembaga
tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga
negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD, maka MK tidak
berwenang untuk menanganinya.

Dalam struktur ketataanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD
1945 banyak muncul komisi independen yang merupakan konsekuensi logis
dari sebuah negara demokratis modern yang ingin secara lebih sempurna
menjalankan prinsip checks and balances untuk kepentingan yang lebih besar.’
Selanjutnya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara
yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan
perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk
dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi.

Secara operasional, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya
tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga yang independen dan
bebas dari kekuasaan apa pun, yang dibiayai dari dana APBN. Lembaga-
lembaga yang bersifat independen ini bertujuan untuk menjalankan
prinsip checks and balances untuk kepentingan publik. Lembaga negara
yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini
merupakan bagian dari sistem pemerintahan, dan ada juga yang memiliki
fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

3Putusan MK ND.GUS/Q U/1/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002
tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945,
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Pembentukan lembaga-lembaga baru di ludfEbmbaga yang sudah
ada setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan bukti
keinginan baik pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk
suatu lembaga negara dengan fungsi yang lebih khusus yang bersifat
independen dan terlepas dari sistem yangEfldah ada dan terbentuk sejak
lama. Hal ini juga mengindikasikan mulai munculnya kekuatan baru dalam
struktur ketatanegaraan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi
manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil. Pembentukan lembaga-lembaga
baru ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap sistem
ketatanegaraan pada umumnya.*

Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan, pembentukan
lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan
paradigma yang jelas, sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi
kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan
pada khususnya. Banyaknya lembaga tidak akan menjadi persoalan,
sepanjang kebeglaa.n dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip:*
1. penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga hak-hak dasar

warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga;

2. prinsip checks and balances, sehingga pembentukan lembaga-lembaga
baru harus mengarah kepada separation of aagver;

3. prinsip integrasi, sehingga harus memiliki fungsi dan kewenangan yang
jelas, serta membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan
fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual;

4. prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, serta mempertimbangkan
dampaknya bagi masyarakat, sehingga pembentukannya tidak sia-sia
dan tidak hanya menghabiskan anggaran negara;

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga-lembaga
yang dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Menyoal Kinerja Komnas HAM

Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 tidak
dapat dilepaskan dari adanya tekanan dunia internasional terhadap kondisi
penegakan HAM di Indonesia. Banyak kalangan dalam dunia internasional
yang menghendaki ditegakkannya hak asasi di Indonesia apabila ingin

*Firmansah, et all, op cit, him. 60.
5Ibid, him. 61
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mendapatkan utang luar negeri untuk menunjang jalannya pembangunan.
Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM juga tidak dapat dilepaskan
dari pengaruh-pengaruh internasional, termasuk di dalamnyggpandat PBB.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM
mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi.
Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur
pelayanan. Sub komisi yang dimiliki Kdfhas HAM pada masing-masing
periode adalah berbeda. Pada saat ini, sub komisi yang ada adalah, Sub
Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan,
Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Masing-masing sub
komisi memiliki seorang koordinator yang berasal dari anggota Komnas
HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai
tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen
yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah menerima pengaduan dari
masyarakat, maka langkah-langkah yang dilakukﬂ(omnas HAM
selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan dengan
memanggil pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan
pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan dapat dilanjutkan
atau tidaknya penuntutan berdasarkan bukti dalam pemeriksaan. Jika bukti
tidak kuat, penuntutan dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila
pengaduan dilanjutkan, maka Komnas HAM dapat menentukan bentuk

ﬁmyelesaian yang akan ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

a. Perdamaian kedua belah pihak.

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan
konsiliasi.

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa
melalui pengadilan.

d. Penyampaian rekomendasi atﬁs suatu kasus pelanggaran HAM kepada
pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada
DPR untuk ditindak lanjuti.

Selama kurun waktu 1993-2015, yaitu sejak lembaga ini dibentuk
sampai dengan saat ini, Komnas HAM telah mengalami pasang surut
dalam pelaksanaan tugasnya. Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan
harapan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM sangatlah tinggi. Berdasar
penelitian pada tahun 1997, maka diperoleh gambaran bahwa masyarakat
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yang diwakili sejumlah 69,5% responden (dari 180 responden) menyatakan
mempercayai Komnas HAM sebagai tempat pengaduan. Ada beberapa
alasan yang dikemukakan responden pada saat itu, di antaranya adalah:
Komnas HAM dianggap merupakan lembaga yang cocok untuk menangani
masalah pelanggaran HAM; Komnas HAM merupakan upaya terakhir;
Komnas HAM tidak terlalu birokratis; tidak perlu biaya; percaya Komnas
HAM dapat mencarikan jalan keluar; masalah dapat diekspos secara luas,
karena perhatian pers yang besar terhadap kegiatan Komnas HAM.®

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dua periode keanggotaan
Komnas HAM, yaitu sampai dengan tahun 2002, kinerja Komnas HAM
mulai memperoleh sorotan publik. Pada periode 2002-2007, Komnas
HAM dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dengan wakil ketua
Zoemrotin K Susilo dan KH Solahudin Wahid. Anggotanya terdiri dari
Djoko Soegianto, Achmad Ali, MM Billah, Lies Soegondo, Mansour Fakih,
dan Amidhan. Dengan nama besar ketua dan para anggotanya, ternyata
Komnas HAM belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Pada periode
ini banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, misalnya
kasus Talangsari, Lampung, kasus Manggarai, kasus Wamena, kasus Wasior,
dan lain-lain. Demikian pula kasus Trisakti dan Semanggi I/1I juga belum
berhasil diselesaikan, bahkan sampai dengan sekarang.

Komnas HAM periode 2007-2012 beranggotakan 11 orang dipimpin
oleh ketuaﬁlhal Kasim. Selama pelaksanaan tugas Komnas HAM periode
2007-2012, tercatat beberapa kasus kekerasan berbasis konflik tanah antara
warga dan TNI, di antaranya kasus Alas Tlogo dan Kebumen. Terhadap
kedua kasus ini meski Komnas HAM menurunkan tim pemantauan ke
lokasi dan mengeluarkan laporan dengan kesimpulan adanya dugaan
pelanggaran HAM tidak tampak adanya upaya tindak lanjut, apalagi
peningkatan status menjadi penyelidikan proyustisia. Untuk kasus.berlatar
belakang pertambangan, Komnas HAM pernah membuat penyelidikan
proyustisia untuk lumpur Lapindo meski lagi-lagi tidak terdengar kabar
kelanjutannya. Selain itu juga tidak tampak kejelasan terhadap pengkajian
kasus penolakan warga Pati terhadap pembangunan Semen Gresik dan
penembakan karyawan Freeport di Papua.

“Tri Sulistyowati, Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas
HAM di Indonesia (Studi di Wilayah DKI Jakarta), Thesis Program Magister Hukum
Universitas Diponegoro, 1998, hlm.159.
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Periode 2012-2017, Komnas HAM memiliki anggota berjumlah 13 (tiga
belas) orang yang diketuai oleh Otto Nur Abdullah. Komnas HAM periode
yang terakhir ini, terlepas dari hasil kerjanya, justru menjadi sorotan publik
karena adanya konflik internal di kalangan anggotanya. Adanya konflik
internal ini seperti menjadi titik balik atas kebesaran dan kejayaan lembaga
Komnas HAM di masa lalu. Konflik yang berkepanjangan terkait dengan
mekanisme pengisian jabatan ketua Komnas HAM sangat memengaruhi
kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM serta kredibilitas lembaga
Komnas HAM itu sendiri. Padahal apabila dilihat dari jumlah pengaduan
yang disampaikan oleh masyarakat, pada tahun-tahun terakhir ini jumlah
pengaduan ke Komnas cenderung mengalami peningkatan. Berdasar
data yang diambil dari surat kabar, pada tahun 2013 Komnas HAM telah
menerima 7.200 laporan pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun
2012 yang mencapai 6.000 kasus. Setiap bulan menunjukkan persentase di
atas angka 50 persen dari total aduan hak-hak yang lain. Pengaduan terkait

- dengan jaminan hak aras rasa aman, mayoritas bersinggungan dengan
hak-hak seseorang untuk mendapatkan akses pada keadilan. Institusi yang
paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yakni
pihak kepolisian, lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus pertanahan,
serta pemerintah pada umumnya.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diadukan kepada
Komnas HAM, maka dituntut profesionalitas dan kemampuan anggota
Komnas HAM untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM
tersebut. Oleh karena itu pemilihan anggota Komnas HAM yang memiliki
kredibilitas dan kemampuan di bidang penghormatan dan penegakan HAM
menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada titik inilah peran semua
pihak dan Presiden RI sangat diperlukan, mengingat penghormatan dan
penegakan HAM merupakan kewajiban semua pihak, terutama adalah
pemerintah.

Perlunya Dilakukan Rekonstruksi Mekanisme Pengisian
Keanggotaan Komnas HAM

a. Kepercayaan Masyarakat Kepada Komnas HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai hluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib @fflormati, dijunjung tinggi
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dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan sf}a perlindungan harkat dan martabat manusia.” Selanjutnya
dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Negara Republik
Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada
dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati,
dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam rangka pengakuan
dan perlindungan inilah kem§Ehn pengaturan tentang Komnas HAM,
sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia diperkuat dasar hukumnya,
bukan hanya diatur melalui Keputusan Presiden, tetapi diatur dalam
undang-undang.

Eksistensi Komnas HAM pada saat ini telah dikuatkan melalui
ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, jadi bukan hanya diatur oleh
Keppres No.50 Tahun 1993: Sesuai dengan semangat untuk penegakan dan
penghormatan HAM di Indonesia, pembuat undang-undang menghendaki
terciptanya Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang mandiri, bebas
dari intervensi lembaga mana pun dan mempunyai kedudukan setingkat
dengan lembaga negara lainnya. Dengan legitimasi yuridis yang semakin
kuat, apakah kredibilitas Komnas HAM menjadi semakin baik di mata
masyarakat? Jawabanngdalah belum tentu.

Dalam praktiknya, kredibilitas sebuah lembaga, terlebih lagi lembaga
publik, ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
lembaga tersebut. Walaupun sebuah lembaga publik mendapat legitimasi
yang sang at sekalipun, yaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun
1945, akan tetapi apabila tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat
yang merupakan penggunanya, maka lembaga itu kehilangan fungsinya
dan menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan
masyarakat melalui kredibilitas dan kapabilitas anggota Komnas HAM
dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap
kehadiran Komnas HAM sangat tinggi, bahkan melebihi kepercayaan
masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini sangat dipengaruhi
oleh figur-figur tokoh yang mengisi keanggotaan Komnas HAM pada

?Pasamngka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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waktu itu. Kedua puluh lima anggota Komnas HAM periode pertama yang
diangkat Presiden adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakar,
di antaranya adalah Ali Said, Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam
Budiardjo, Muladi, Satjipto Rahardo, dan lain-lain, dengan Sekretaris
Jenderal Baharuddin Lopa yang juga dikenal memiliki kredibilitas yang
sangat tinggi. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memengaruhi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Kondisi ini terjadi
sampai dengan periode kedua ké_anggotaan. yaitu periode 1998-2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka kepercayaan masyarakat
terhadap Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang surutnya
kepercayaan masyarakat bukan saja dipengaruhi oleh kinerja lembaga
Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi
juga dipengaruhi oleh figur anggota Komnas HAM. Komnas HAM periode
2012-2017 seperti mengalami titik balik dengan terjadinya konflik internal.
Komnas HAM yang pada awalnya memperoleh kepercayaan yang begitu
tinggi dari masyarakat karena anggotanya terdiri dari figur-fi gur yang sangat
dikenal masyarakat karena ketokohan dan integritasnya, pada periode 2012-
2017 harus mengalami konflik internal, yang disebabkan oleh perebutan
jabatan ketua. Selama beberapa periode keanggotaan Komnas HAM, baru
pada periode 2012-2017 terjadi konflik internal di lembaga Komnas HAM.
Tentu saja adanya konflik ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja Komnas HAM. Oleh karena itu, untuk membangun
kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komnas HAM, maka
perlu dilakukan rekonstruksi pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik
menyangkut proses perekrutannya maupun kualifikasi anggotanya.

Proses perekrutan dan pemilihan anggota Komnas HAM yang selama
ini dipraktikkan, yaitu pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017
dengan cara dipilih oleh DPR ternyata juga memengaruhi kepercayaan
masyarakat terhadap Komnas HAM. Bahkan karena anggota Komnas HAM
dipilih oleh DPR, maka ada anggapan bahwa anggota Komnas HAM juga
dipolitisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali tentang
pengisian keanggotaan Komnas HAM, sehingga mampu dihasilkan lembaga
Komnas HAM yang benar-benar mandiri dan mampu memperjuangkan
dan menegakkan hak-hak asasi warga negara yang dilanggar. Peran DPR
harus kembali kepada fungsi aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 20A
UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan
fungsi anggaran. Dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan Komnas
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HAM, DPR dapat menggunakan fungsi legislasi untuk mengubah UU No.39
Tahun 1999, dan menggunakan fungsi pengawasan untuk memberikan
persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

b. Peran DPR dalam Pengisian Keanggotaan Komnas HAM

Dengan tujuan untuk memperkuat posisi Komnas HAM, maka
ketentuan tentang Komnas HAM di§f} dalam undang-undang, bukan
hanya dengan Keppres. Apabila dalam KepprfffNo.50 Tahun 1993 anggota
Komnas HAM diangkat oleh Presiden, maka dalam UU No.39 Tahun 1999
ditentukan bahwa penffilsian keanggotaan Komnas HAM mulai melibatkan
DPR. Dalam Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa anggota
Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh DPR RI
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku
kepala negara. Mekanisme pemilihan anggota yang secara penuh melibatkan
DPR ini di satu sisi memiliki nilai positif, mengingat DPR adalah lembaga
perwakilan rakyat, yang artinya keterlibatan DPR juga berarti keterlibatan
rakyat. Namun di sisi yang lain, keterlibatan DPR yang juga merupakan
lembaga politik, yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari
partai politik menimbulkan kekhawatiran masyarakat, bahwa pengisian
jabatan dalam lembaga-lembaga negara diliputi oleh kepentingan politik.
Publik mulai menyoroti banyaknya kewenangan DPR yang begitu luas
dalam rekrutmen pejabat negara, seperti pemilihan anggota BPK, Hakim
Konstitusi, Anggota KY, Anggota KPK, Anggota Komnas HAM, Dewan
Gubernur BI, Anggota OJK, Anggota LPSK, dan lain-lain. Oleh karena
itu, besarnya peran DPR dalam pengisian keanggotaan Komnas HAM juga
perlu ditinjau kembali.

Secara teoretis, keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan
terhadap tindakan pemerintah maupun'dalam rekrutmen keanggotaan
lembaga-lembaga negara dapat dibenarkan dari segi hukum tata negara,
dengan mengingat salah satu fungsi DPR sesuai dengan Pasal 20A
UUD Negara RI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Menurut Jimly
Asshiddigie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan
dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:®

*Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), him. 163.
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a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making;)
b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing):

c. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of
budgeting);

d. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control
of budget implementation);

e. pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government
performances);

f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political
appointment of public officials).

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk
memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan
dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (right to confirm) lembaga
legislatif. Hak untuk konfirmasi ini khusus diberikan dalam rangka
pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (political
appointment). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut
mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik tersebut dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan
ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan vang berlaku.’

Dalam negara demokrasi, hak untuk konfirmasi ini menjadi sangat
penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat
EEpsara. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, pengangkatan
pejabat negara seperti Menteri memerlukan konfirmasi senat (Pasal 1
Ayat 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat). Oleh karena itu, persetujuan
DPR atas calon anggota Komnas HAM sudah cukup mewakili keterlibatan
masyarakat, tanpa harus memilih dan melakukan seleksi secara langsung,

Keterlibatan DPR dalam memberikan konfirmasi atau persetujuan
ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Dari
segi positif, adanya persetujuan DPR dalam pemilihan anggota Komnas
HAM menunju adanya mekanisme check and balance, yang berfungsi
untuk mencegahMasuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak
dikehendaki publik dalam pemerintahan. Dengan demikian, P:ﬁ:n dapat
memperoleh masukan dalam memperoleh calon anggota yang utu dan
handal dalam ideologi, kecakapan, integritas dan lain sebagainya. Adanya

Ibid, hlm.164.
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persetujuan DPR ini juga merepresentasikan dukungan masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan yang tertinggi di dalam negara.

Dari segi negatif, adanya persetujuan DPR ini sering kali dimanfaatkan
oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di DPR untuk melakukan tawar
menawar politik. Hal ini dapat diantisipasi dengan sistem seleksi yang
bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses
rekrutmen yang sedang berlangsung, baik pada saat seleksi di Panitia
Seleksi maupun pada saat proses persetujuan di DPR.

Oleh karena itu, sekali lagi, untuk mengatasi dampak negatif dari
peran DPR dalam proses seleksi anggota Komnas HAM, maka peran DPR
harus dikembalikan lagi dalam kapasitas sebagai pengawas, artinya hanya
memberikan pertimbangan dan persetujuan saja. Karena pada dasarnya
Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penghormatan
dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1
angka Ean Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menentukan
bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, huku merintah, dan setiap orang. Bahkan Pasal
71 dengan jelas menyatakan bahwa:"Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh Negara RI. Beberapa ketentuan tersebut jelas menunjukkan
bahwa pihak yang paling berkompeten dalam upaya penegakan HAM
adalah pemerintah. Oleh karena itu, peran Presiden RI dalam pemilihan
dan pengisian keanggotaan Komnas HAM harus nyata dan lebih besar dari
peran PPR. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 83 yang menyatakan
bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan
Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI harus diubah. .

Dalam proses rekrutmen dan pengisian anggota Komnas HAM,
Presiden RI dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel), seperti misalnya
Pansel calon anggota KPK yang dibentuk oleh Presiden, yang bertanggung
jawab kepada Presiden. Pansel tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat
yang memiliki keahlian di bidang terkait, yang memiliki kredibilitas tinggi
serta kalangan akademisi yang memiliki keahlian di bidang HAM, yang
diangkat oleh Presiden. Pengangkatan tokoh-tokoh yang menjadi Pansel
ini harus dilakukan secara transparan dengan memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk memberikan penilaian kepada calon anggota Pansel,
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apakah layak atau tidak menjadi anggota Pansel. Oleh karena itu, sebelum
menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Panse,
Presiden harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat
maupun lembaga-lemabaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia
untuk memberikan masukannya. Setelah tidak ada lagi keberatan dari
masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang
pengangkatan anggota Pansel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel harus bersifat transparan,
sehingga masyarakat dapat ikut mengawal dan mengamati kinerja
Pansel. Tahapan demi tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel harus
dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas kinerja Pansel. Selanjutnya daftar calon yang merupakan
hasil kerja Pansel dilaporkan kepada Presiden, untuk selanjutnya dipilih
oleh Presiden. Calon anggota yang telah dipilih oleh Presiden tersebut
selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan.
Persetujuan DPR ini dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR di bidang
pengawasan.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara lain, anggota Komnas
HAM, yang disebut dengan Commission on Human Rights ditunjuk oleh
Presiden. Misalnya adalah di Philippina, India, dan Thailand (oleh Raja).
Di India, anggota National Human Rights Commission of India diangkat oleh
Presiden India atas rekomendasi dari Perdana Menteri, Menteri Dalam
Negeri, Pemimpin Parlemen (House of People dan Council of States). Demikian
pula di Negara Thailand, anggota National Human Rights Institution ditunjuk
oleh Raja dengan pertimbangan senat dan ahli yang berpengalaman di
bidang HAM. Dari contoh praktik di negara-negara lain tersebut, maka
dapat diambil perbandingan mengenai peran DPR.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja
Komnas HA4M sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka
ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menyangkut tentang proses
rekrutmen anggota Komnas HAM harus direvisi. DPR dapat menetapkan
undang-undang tentang perubahan Pasal 83 dan beberapa pasal terkait.
Di samping itu, dalam undang-undang perubahan tersebut juga harus
dimuat ketentuan tentang Panitia Seleksi, baik menyangkut persyaratannya,
prosedur rekrutmennya, maupun tugas dan wewenangnya.
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c. Keanggotaan Kanas HAM

Amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa
jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 (tiga puluh lima) orang belum
terlaksana sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai saat ini.
Pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 jumlah anggota
Komnas HAM tidak pernah mencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur
ketentuan ini, karena pada kenyataannya, jumlah anggota 35 (tiga puluh
lima) orang adalah terlalu banyak bagi sebuah lemb:m Komnas HAM.

Apabila dibandingkan dengan lembaga/komig@Xijak asasi manusia di
negara lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999,
Komnas HAM Indonesia akan memiliki anggota yang paling banyak, yaitu
35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, ketentuan tentang jumlah
anggota Komnas HAM yang terdapat dalam undang-undang tersebut
harus segera direvisi. Di negara-negara lain, jumlah anggota komisi hak
asasi manusia, atau yang disebut Commission on Human Rights (CHR)
berkisar antara 5-11 orang. Sebagai contoh, di Negara Philippina, 'amlah
anggota CHR adalah 5 (lima) orang, yang ditunjuk oleh Presiden untuk 1
(satu) kali masa jabatan selama 7 (tujuh) tahun. Persyaratan yang harus
dipenuhi adalah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, bukan calon
anggota legislatif, dan tidak boleh merangkap profesi atau menjalankan
bisnis. Mayoritas anggotanya adalah anggota Philippine Bar Association. Di
Thailand, anggota National Human Rights Institution (NHRI) berjumlah 11
(sebelas) orang dengan masa jabatan 1(satu) kali 6 (enam) tahun. Syarat
untuk menjadi anggota NHRI adalah memiliki pengalaman di bidang
perlindungan HAM, bukan anggota partai politik, dan tidak memiliki
riwayat sebagai koruptor. Anggota NHRI diangkat oleh Raja, dan sebagai
bahan pertimbangan kepada Raja, maka dibentuk Komisi Seleksi.

Dengan mencermati keanggotaan Komnas HAM di negara-negara lain
serta dengan mempertimbangan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran,
maka ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dalam UU No.39
Tahun 1999 perlu direvisi. Di samping itu keanggotaan Komnas HAM juga
disesuaikan dengan komisi-komisi atau lembaga-lembaga lain yang ada di
Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya sama dengan
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lembaga-lembaga lain yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga
negara pembantu (state auxiliary agencies) yang dibentuk berdafkan
undang-undang ataupun peraturan lainnya, di antaranya adalah Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional
Untuk Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan,
dan lain-lain. Di antara semua komisi yang ada di negara Indonesia,
jumlah anggotanya tidak sebanyak anggota Komnas HAM yang diatur
dalam undang-undang. Rata-rata masing-masing komisi memiliki jumlah
anggota 5-15 orang.

Sebagai contoh, KPK hanya memiliki 5 (lima) orang komisioner,
termasuk ketua, KPPU memiliki 9 komisioner, Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) beranggotakan 9 (sembilan) orang, Komnas Perempuan 15 (lima
belas) orang, Komisi Kejaksaan memiliki anggqta sebanyak 7 (tujuh) orang,
Komnas Perlindungan Anak pada saat ini memiliki anggota 9 orang, dan
Ombudsman Republik Indonesia (dahulu dinamakan Komisi Ombudsman
Nasional) memiliki 9 (sembilan) orang komisioner. Dengan melihat
jangkauan kewenangan dan kedudukannya yang sama dengan lembaga-
lembaga negara lainnya tersebut, maka penyimpangan terhadap ketentuan
undang-undang dengan melakukan pengurangan jumlah komisioner harus
dilegalisasi dengan cara melakukan revisi terhadap ketentuan undang-
undang yang mengatur tentang jumlah anggota Komnas HAM.

Revisi ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dengan
demikian adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.
Jumlah anggota yang terlalu banyak, di samping tidak efektif dalam
pelaksanaan pekerjaannya, juga tidak efisien dalam hal pembiayaan yang .
dibebankan pada APBN. Setelah jumlah anggota dikurangi, selanjutnya
untuk mendukung pekerjaan anggota Komnas HAM dapat diangkat Tim
Ahli dan staf penunjang yang memiliki kemampuan dan latar belakang
pengetahuan dan pengalaman di bidang HAM. Setiap anggota dapat
memiliki staf ahli yang membantu anggota dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya.

Selain revisi terhadap ketentuan g.lam UU No.39 Tahun 199
agar Komnas HAM memiliki landasan yang kuat, perlu dibentuk g-
undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri. Namanya
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adalah undang-undang tentang Komnas HAM. Di dalam undang-undang
tersebut dimuat tentang keanggotaan, tugas dan wewenangnya, termasuk
di dalamnya adalah mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM.
Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka
eksistensi Komnas HAM diharapkan akan makin kuat. Semakin kuat aspek
kelembagaan Komnas HAM, maka kinerja Komnas HAM diharapkan juga
akan makin bagus.

Penutup

Dibentuknya Komnas HAM merupakan buah dari perkembangan dan
tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan global yang pada awal tahun
1990an mengalami gelombang demokratisasi dan hak asasi manusia.
Adanya tuntutan masyarakat mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga
negara independen, termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi negara,
yang satu di antaranya adalah Komisi Nasional HAM. Komnas HAM
merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan cara meningkatkan
perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1993 dengan melalui Keppres No.50 Tahun
1993, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun
1999, tanggapan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM mengalami
pasang surut. Pasang dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap
Komnas HAM ini selain dipengaruhi oleh keberhasilan Komnas HAM
dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM juga dipengaruhi
oleh kredibilitas anggota-anggota Komnas HAM. Oleh karena itu masalah
pengisian keanggotaan Komnas HAM menjadi masalah yang sangat penting
bagi kemajuan penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM di Indonesia.

Untuk mendukung kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang,
maka perlu dilakukan pengaturan kembali (rekonstruksi) mekanisme
pengisian keanggotaannya, baik menyangkut komposisi/jumlah anggotanya
maupun prosedur pengisian keanggotannya. Selama ini proses perekrutan
atau pengisian keanggotannya juga belum ada keseragaman dengan
komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan
peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme
pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya
maupun proses rekrutmennya.
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Rekonstruksi dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam
UU No.39 Tahun 1999 yang mefEEtur mengenai keanggotaan Komnas
HAM serta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang
Komnas HAM secara tersendiri, terpisah dari undang-undang yang
mengatur tentang hak asasi manusia. F

Perlu dilakukan revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang di dalamnya memuat pasal tentang Komnas HAM, terutama
pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah anggota Komnas HAM dan
peran DPR dalam proses rekrutmen anggotanya . Peran Presiden harus
lebih dikedepankan, mengingat Pemerintah memiliki kewajiban untuk
menegakkan dan menghormati HAM setiap warga negaranya, sehingga
perlu dibuat ketentuan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh
Presiden berdasarkan usulan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden,
Selanjutnya Presiden RI akan mengajukan calon terpilih kepada DPR untuk
memperoleh persetujuan. Agar DPR memiliki ruang gerak yang lebih
bebas untuk memberikan persetujuan, maka jumlah calon anggota yang
dimintakan persetujuan kepada DPR sebanyak 1,5 (satu setengah) kali
dari jumlah anggota yang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing
pihak, baik Presiden maupun DPR memiliki kesempatan untuk memilih
pilihannya tanpa perbedaan yang cukup jauh.

Alternatif lain selain melakukan revisi terhadap UU No.39 Tahun
1999 adalah dengan membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur
tentang Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-
undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM akan semakin kuat.

Mekanisme pengisian keanggotaan dilakukan melalui Panitia Seleksi
yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas
untuk menjaring calon secara objektif untuk selanjutnya diserahkan kepada
Presiden RI untuk dipilih, dan oleh Presiden kemudian diajukan ke DPR RI
untuk dimintakan pertimbangan. Dalam upaya penjaringan calon anggota,
Panitia Seleksi harus memerhatikan keseimbangan gender, integritas
personal calon dengan menyelenggarakan uji publik terhadap calon.
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